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Abstrak 
Dalam jual beli yang awalnya dari jual beli beras menjadi jual beli tanah telah 
terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli yang isinya dalam pembayaran 
hutang jual beli beras akan dibayar dengan jual beli tanah yang tertuang dalam 
kesepakatan bersama tanggal 18 April 2017 dan ikatan jual beli tanggal 25 April 
2017 maksimal pelunasan pembayaran tanah tanggal 31 Januari 2018, namun isi 
yang ada dalam perjanjian menurut pembeli tanah merasa ditipu oleh penjual 
karena harga yang ditawarkan tidak sesuai harapan. Dengan hal ini pembeli 
mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi, selanjutnya 
pihak yang digugat mengajukan gugatan balik atas dasar wanprestasi karena 
pembeli tidak melakukan pelunasan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan. Oleh karena itu, penelitian ini yaitu bertujuan mengetahui proses jual 
beli secara hukum dan jika terjadi kesalahan maka mengajukan tuntutan, 
mengetahui pertimbangan dalam pembuktian, mengetahui pertimbangan dalam 
putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif 
karena dalam penelitian ini akan meneliti tentang aspek-aspek hukum, kaidah atau 
norma hukum dan asas hukum. Jenis penelitian ini adalah deskriptif karena 
penelitian ini mendeskripsikan secara menyeluruh dan sistematis proses 
penyelesaian sengketa wanprestasi jual beli beras oleh tergugat dan wanprestasi 
jual beli tanah oleh penggugat. Hasil penelitian menunjukkan jual beli beras 
secara hukum harus sesuai dengan isi dalam perjanjian, namun pembeli merasa 
dirugikan akibat penipuan yang dilakukan penjual dan mengajukan tuntutan ke 
Pengadilan Negeri, pemeriksaan perkara di Pengadilan melalui pembuktian tidak 
terbukti Tergugat melakukan wanprestasi. Dalam gugatan balik, menunjukkan 
jual beli tanah secara hukum harus sesuai dengan isi perjanjian, namun pembeli 
tidak menepati waktu pembayaran, pemeriksaan perkara di Pengadilan melalui 
pembuktian terbukti Tergugat melakukan wanprestasi, Penggugat Rekonvensi 
dapat membuktikan dalil gugatannya dan Penggugat Konvensi tidak dapat 
membuktikan dalil gugatannya. Hakim memutuskan gugatan Penggugat Konvensi 
ditolak dan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat 
Rekonvensi dihukum uang muka yang diberikan hangus dan membayar biaya 
perkara. 




In initiated rice trading, it changed to be land trading has been agreement between 
seller and buyer containing the debt payment of the rice trading paid by land 
trading agreed on 18 April 2017 and the trading bind was on 25 April 2017, which 
the maximum payment was on 31 January 2018. The content of the agreement, on 
the land buyer’s opinion, was that the seller tricked the buyer because the price 
offered was not suitable with the expectation. Herewith, the buyer proposed 
pursuit to the regional court (Pengadilan Negeri) in case of tort law, then the 
claimed proposed back pursuit of tort law due to the buyer did not pay the debt at 
the determined time. Therefore, the study aimed: to know the process of trading 
legally and if there was mistaken; it would propose pursuit, to know the 
consideration in proving, to know the consideration on jury decision. It used law 
normative approach due to the study investigated law aspects, rules or law norms. 
The study was descriptive describing entirely and systematically the process of 
solving tort law case of rice trading by the claimed and land trading by the 
claimer. The result of the study showed that rice trading legally had to fulfilled the 
content of the agreement, but the buyer felt lost because of the trick conducted by 
the seller and he proposed pursuit to the Regional court, the case investigation in 
the court was that the proving was not true that the claimed did tort law. In back 
suit, it showed that the land trading legally must fulfilled the content of the 
agreement, but the buyer did not pay iat the determined time, the case 
investigation in court indicated that the claimed did tort law, the claimer 
reconvention proved the suit statement and convention claimer could not prove 
the suit statement. The jury decided that convention claimer was rejected and the 
reconvention suit was given in part as well as the reconvention claimed was fined 
the initial payment given was lost and paid the case process.  
Keywords: rice trading, land trading, case solving in regional court 
1. PENDAHULUAN
Dalam kegiatan sehari-hari kita sering melakukan kegiatan jual beli dimana hal ini 
sudah menjadi kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing 
orang. Menurut Pasal 1457 merumuskan bahwa jual beli merupakan persetujuan 
yang mengikat satu pihak untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang 
lain membayar harga sesuai dengan kesepakatan. 
Banyak berbagai macam objek yang diperjual belikan seperti halnya jual beli 
beras dimana beras disebut sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap 
manusia untuk makanan sehari-hari terutama di negara kita. Menurut Pasal 1 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR 57/M-
DAG/PER/8/2017 menyebutkan bahwa beras merupakan biji-bijian baik berkulit, 
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tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies Oriza Sativa. 
Beras merupakan komoditas penting untuk mayoritas penduduk di Indonesia.  
Selain itu juga terdapat jual beli tanah dimana tanah menurut Pasal 4 ayat (1) 
UUPA menyebutkan bahwa dalam Pasal 2 UUPA ditentukan berbagai adanya 
macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat dimiliki oleh dan 
diberikan kepada orang-orang, baik bersama dengan orang lain maupun dengan 
badan hukum. Dalam hal ini tanah menurut pengertian yuridis merupakan 
permukaan bumi. Tanah merupakan kebutuhan setiap manusia yang sangat 
mendasar. 
Adapun para pihak yang melakukan perjanjian jual beli seringkali ada salah 
satu pihak yang ingkar janji untuk memenuhi prestasi. Dengan kata lain tidak ada 
pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan salah satu pihak yang membuat 
perjanjian. Dalam perkara ini berawal dari pembeli beras yang menunggak kepada 
penjual dan untuk membayar nya pembeli beras menjual tanahnya kepada penjual 
beras yang sudah ditetapkan jangka waktu pelunasan dan jumlah yang harus 
dibayarkan. Setelah terjadi kesepakatan pembeli tanah merasa dirugikan karena 
harga tanah ternyata tidak sesuai dengan yang di harapkan maka pembeli tanah 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karanganyar. Setelah itu penjual tanah 
mengajukan jawaban gugatan disertai gugatan balik karena pembeli tidak 
membayar pelunasan pembelian tanah pada perjanjian yang telah disepakati. 
Permasalahan yang digunakan untuk dikaji dalam hal ini adalah: Pertama, 
bagaimana proses perjanjian jual beli beras dan jual beli tanah yang sah menurut 
peraturan perndang-undangan; Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi jual beli beras oleh tergugat dan 
jual beli tanah oleh penggugat; Ketiga, bagaimana hakim dalam menentukan 
putusan atas perkara wanprestasi jual beli beras oleh tergugat dan jual beli tanah 
oleh penggugat yang telah terbukti. 
Adapun juga tujuan dari penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui proses perjanjian jual beli beras dan jual beli tanag yang 
sah menurut peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui pertimbangan 
hakim dalam menentukan pembuktian perkara wanprestasi jual beli beras 
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penggugat sebagai penjual dan jual beli tanah tergugat sebagai penjual, untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara 
wanprestasi jual beli beras oleh tergugat dan jual beli tanah oleh penggugat yang 
telah terbukti. 
Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu: Pertama, bagi penulis penelitian ini 
diharapkan mampu menambah atau meningkatkan wawasan dan ilmu 
pengetahuan untuk penulis; Kedua, untuk masyarakat yaitu berguna bagi 
masyarakat yang mempunyai hubungan dengan Pengadilan Negeri dan 
mengetahui tentang proses penyelesaian sengketa wanprestasi jual beli; Ketiga, 
bagi ilmu pengetahuan hukum diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi 
kontribusi dan mengembangkan pemahaman pada kajian tentang ilmu hukum, 
terutama mengenai proses penyelesaian sengketa wanprestasi jual beli. 
 
2. METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan normatif 
karena penelitian ini akan meneliti tentang aspek hukum, kaidah atau norma 
hukum dan asas hukum yang terdapat pada proses penyelesaian sengketa terhadap 
wanprestasi jual beli beras oleh tergugat dan jual beli tanah oleh penggugat. Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif karena peneltian ini berusaha 
mendeskripsikan secara menyeluruh dan sistematis tentang proses penyelesaian 
sengketa wanprestasi jual beli beras oleh tergugat dan wanprestasijual beli tanah 
oleh penggugat, penelitian ini mengguganakan jenis data sekunder karena yang 
dipentingkan yaitu arti dalam teoritisnya dan juga data primer yang diperoleh dari 
sumber dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. 
Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dimana 
pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti perundang-
undangan, dokumen resmi selain itu penelitian lapangan yan dilakukan di 
Pengadilan Negeri Karanganyar dengan subjek penelitian yaitu Hakim Pengadilan 
Negeri Karanganyar. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif 
karena peraturan perundang-undangan, literatur dan buku yang berhubungan 
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dengan penelitian ini yang selanjutnya akan dianalisis kualitatif untuk mnncari 
pemecahan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Proses perjanjian jual beli beras secara hukum yaitu dengan adanya persetujuan 
antara penjual beras dan pembeli beras dengan cara menyerahkan barang secara 
langsung atau nyata beras tersebut apabila pembeli sudah membayar harga beras 
sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Sedangkan dalam proses 
perjanjian jual beli tanah secara hukum merupakan persetujuan antara penjual 
tanah dan pembeli dalam melakukan penyerahan benda yang harus dilakukan 
balik nama atas hak milik tanah dan menurut UUPA penyerahan benda tidak 
bergerak wajib dilakukan dan ditandatangani dihadapan PPAT atau Pejabat 
Pembuat Akta Tanah yang berbentuk serifikat setelah adanya pembayaran dari 
pihak pembeli dengan harga sesuai kesepakatan. 
Sebelum terjadinya kesepakatan dalam perjanjian wajib memenuhi Pasal 1458 
KUH Perdata di mana perjanjian lahir saat kedua belah pihak yang melakukan 
perjanjian sepakat dengan barang dan harga, walaupun dalam waktu itu barang 
belum diberikan oleh penjual dan harga belum dibayar oleh pembeli. Pada perkara 
ini pihak pembeli beras akan membayar tunggakan hutangnya dengan menjual 
tanah kepada penjual beras, setelah terjadi kesepakatan harga dan maksimal 
pelunasan tanggal 31 Januari 2018 namun pembeli tanah merasa dirugikan karena 
harga tidak sesuai dengan harapan atau merasa ditipu dan merasa penjual beras 
melakukan wanprestasi. 
Dalam hal ini, adanya perkara wanprestasi oleh penjual tanah yang merasa 
telah menipu pembeli. Sehingga pembeli tanah mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri Karanganyar dan dalam jawaban tegugat pembeli mengajukan 
gugatan rekonvensi yang berisi pembeli tanah melakukan wanprestasi karena 
tidak membayar pelunasan pembelian tanah pada waktu yang telah ditentukan 
atau tidak melakukan apa yang telah disanggupi. 
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Pembuktian merupakan penyediaan alat-alat bukti  yang sah di depan hukum 
yang diberikan kepada hakim yang memeriksa pekara dengan tujuan mendapatkan 
kepastian tentang kebenaran peristiwa  yang dijelaskan. 
Berdasar gugatan konvensi Penggugat mengatakan: Pertama, bahwa adanya 
tunggakan beras oleh Tergugat sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh 
juta rupiah); Kedua, bahwa adanya uang yang diberikan Penggugat kepada 
Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengambilan SHM 
No. 2878 di Bank BRI; Ketiga, bahwa terjadi kesepakatan uang tersebut diatas 
digunakan menjadi uang muka pembelian tanah Tergugat oleh Penggugat seharga 
tanah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksimal pembayaran 
tanggal 31 Januari 2018; Keempat, bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam 
perjanjian bersama tanggal 18 April 2017 dan dikuatkan dihadapan notaris 
menjadi ikatan jual beli tanggal 25 April 2017; Kelima, bahwa tanggal 22 
Desember 2017 Penggugat menyadari harga tanah tidak sesuai yang diharapkan 
atau dapat disebut merugikan dan Penggugat melakukan pembatalan perjanjian 
dan ingin uang mukanya kembali. 
Berdasar bantahan Tergugat mengatakan: Pertama, bahwa kesepakatan 
bersama tanggal 18 April 2017 dan ikatan jual beli tanggal 25 April 2017 
merupakan kesepakatan yang disetujui para pihak dan tidak ada paksaan yang 
seharusnya mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. 
Berdasar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengakatakan: Pertama, 
bahwa adanya pengambilan beras oleh Penggugat kepada Tergugat bertujuan 
untuk dijual kembali dan yang semula berjalan lancar namun pada bulan Maret 
2016 terjadi masalah karena customer Penggugat melarikan berasdan hal ini sudah 
disampaikan kepada Tergugat dan Penggugat sudah mengadukan ke Kepolisian 
Resor Karanganyar tanggal 20 Juni 2016 dengan dugaan penipuan sebesar Rp. 
677.055.000,-; Kedua, bahwa adanya pengaduan oleh Tergugat ke Polsek 
Mojolaban dan Penggugat dipanggil dan datang pada tanggal 18 April 2017 
bersama istri ( Lis Handyani) dan terjadi kesepakatan bersama tertanggal 18 April 
2017 tanpa adanya paksaan dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 
disertai saksi Sdri Lis Handayani dan Sdr Fitrianto; Ketiga, bahwa adanya 
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keinginan Tergugat untuk meningkatkan perjanjian di hadapan notaris Afifah di 
Sukoharjo menjadi ikatan jual beli tertanggal 25 April 2017; Keempat, bahwa 
berdasar pada surat kesepakatan bersama tertanggal 18 April 2017 yang 
ditingkatkan menjadi ikata jual beli tertanggal 25 April 2017 telah sesuai dengan 
syarat sah suatu perikatan dan juga sesua dengan asas “ Pacta Sun Servada” 
dimana Penggugat dan Tergugat wajib mentaati semua isi dalam perjanjian; 
Kelima, bahwa Tergugat tidak mampu membayar pelunasan tanah sesuai dengan 
ikatan jual beli tertanggal 25 April 2017 yang menyebutkan pelunasan harus 
diserahkan pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp. 630.000.000,- kepada 
Penggugat maka Tergugat dalam keadaan wanprestasi dan oleh karena itu uang 
sebesar Rp. 370.000.000,- yang digunakan sebagai uang muka tidak dapat ditarik 
kembali oleh Tergugat; Keenam, bahwa dengan tidak dipenuhinya hutang 
Tergugat maka SHM No. 2878 atas nama Eko Prasetyo yang selama ini disimpan 
oleh Afifah sebagai notaris di Sukoharjo harus segera dikembalikan kepada 
Penggugat dan maka berakhir pula ikatan jual beli tertanggal 25 April 2017. 
Berdasar bantahan Tergugat Rekonvensi mengatakan: Pertama, bahwa 
perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat yaitu merugikan Tergugat dan 
menguntungkan Penggugat; Kedua, bahwa Tergugat merasa tertipu oleh 
Penggugat karena harga tanah yang disuruh membayar Rp. 1.000.000.000,- 
namun setelah terjadinya perjanjian dan dilakukan pengecekan harga ternyata 
harga tanahnya hanya Rp. 600.000.000,-; Ketiga, bahwa perbuatan Penggugat 
dengan berlindung yaitu dari perjanjian hanya supaya terhindar dari kewajiban 
membayar hutang. 
Berdasar pembuktian hakim dapat menyimpulkan untuk gugatan konvensi 
berdasar pada saksi dan bukti yang telah diajukan masing-masing pihak yaitu 
telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan yang 
dituangkan dalam surat perjanjian bersama tanggal 18 April 2017 dan ikatan jual 
beli tanggal 25 April 2017. Dalam perjanjian tersebut tidak terbukti bahwa 
Tergugat melakukan wanprestasi karena Tergugat melakukan perjanjian sudah 
sesuai dengan isi dalam perjanjian. Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan 
dalilnya dan Tergugat dapat membuktikan dalilnya. Sedangkan untuk gugatan 
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rekonvensi berdasar pada saksi dan bukti yang telah diajukan masing-masing 
pihak yaitu telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan 
yang dituangkan dalam surat perjanjian bersama tanggal 18 April 2017 dan ikatan 
jual beli tanggal 25 April 2017. Dalam perjanjian tersebut terbukti bahwa 
Tergugat melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak melakukan perjanjian 
yaitu dengan tidak melakukan pelunasan pembayaran beli tanah sebesar Rp. 
630.000.000,- sampai batas yang ditentukan yaitu tanggal 31 Januari 2018. Dalam 
hal ini Penggugat dapat membuktikan dalilnya dan Tergugat tidak dapat 
membuktikan dalilnya. 
Pertimbangan atau dapat disebut considerans adalah dasar pada putusan. 
Pertimbangan terdiri tentang duduknya perkara dan hukumnya.
  
Berdasar pada penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar dengan 
melakukan wawancara kepada Hakim bernama Bapak Sri Haryanto mengatakan 
bahwa dalam memutusan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi maka 
dipertimbangkan dulu gugatan konvensinya dan apabila gugatan konvensi ditolak 
dilanjutkan untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi permintaan tergugat 
bagaimana kecuali dari gugatan konvensi sudah dikabulkan maka gugatan 
rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan. 
Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat 
Rekonvensi telah sepakat melakukan awalnya jual beli beras dan selanjutnya 
menjadi jual beli tanah sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama 
tertanggal 18 April 2017 dan ikatan jual beli tertanggal 25 April 2017. Pada 
gugatan konvensi, berdasar pada bantahan Tergugat menurut Pasal 1338 B.W 
yang menyatakan segala perjanjian yang sah sudah disebut “berlaku sebagai 
undang-undang” artinya apabila perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan maka perjanjian mengikat kedua belah pihak dan 
secara umum perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya pesetujuan 
kedua belah pihak yang bersangkutan, maka untuk perjanjian ini tidak dapat di 
lakukan pembatalan secara sepihak oleh penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi. 
Apabila perjanjian tersebut dikaitkan dengan ciri wanprestasi dalam 1243 KUH 
Perdata maka tergugat tidak melakukan suatu perbuatan yang merupakan 
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perbuatan wanprestasi. Pada gugatan rekonvensi berdasar pada surat kesepakatan 
bersama tertanggal 18 April 2017 dan ikatan jual beli tertanggal 25 April 2017 
yang dikaitkan dengan ciri wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu tidak 
melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukannya karena pembeli tanah 
(penggugat/ tergugat rekonvensi) tidak melakukan pelunasan pada waktu yang 
telah ditentukan kepada penjual tanah (penggugat rekonvensi/tergugat konvensi). 
Berdasar pertimbangan hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat dalil 
gugatan penggugat tidak dapat dibuktikan dan gugatan penggugat haruslah 
ditolak; gugatan penggugat rekonvensi dalam dalil gugatannya dapat dibuktikan 
maka gugatan penggugat rekonvensi dikabulkan dengan tergugat rekonvensi 
dihukum uang muka sebesar Rp. 360.000.000,-  (tiga ratus enam puluh juta 
rupiah) yang telah diberikan hangus dan membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 
513.000,- (lima ratus tiga belas ribu rupiah). Selain itu SHM No. 2878/ Lalung, 
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dan di uraikan dalam surat 
ukur tertanggal 17 Juli 1999 No. 00045/ Lalung atas nama Eko Prasetyo siapapun 
yang memegang agar dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi. 
 
4. PENUTUP 
Pertama, proses jual beli yaitu sebelum adanya kesepakatan harus mengetahui 
harga dan barang. Dalam jual beli beras penyerahannya secara nyata dan jual beli 
tanah perlu di balik nama yang dilakukan di hadapan PPAT. Kemudian untuk 
membayar tunggakan pembelian beras, pembeli membayar dengan menjual tanah 
kepada penjual beras. Pembeli tanah telah menyetujui harga serta waktu yang 
ditentukan penjual tanah namun setelah terjadi kesepakatan pembeli merasa ditipu 
karena harga tidak sesuai dengan harapan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan 
Negeri Karanganyar atas dasar wanprestasi. Selanjutnya pihak penjual tanah 
melakukan gugatan rekonvensi atas dasar wanprestasi karena pembeli tidak dapat 
melakukan pelunasan pembayaran tanah sesuai dengan waktu yang ditentukan. 
Kedua, pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara 
berdasarkan bukti surat dan saksi dalam gugatan konvensi yaitu  sesuai perjanjian 
tersebut tidak terbukti bahwa Tergugat melakukan wanprestasi karena Tergugat 
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melakukan perjanjian sudah sesuai dengan isi dalam perjanjian. Penggugat dinilai 
tidak dapat membuktikan dalilnya dan Tergugat dapat membuktikan dalilnya. 
Sedangkan untuk gugatan rekonvensi berdasar pada saksi dan bukti yang telah 
diajukan masing-masing pihak yaitu telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak 
melakukan isi dalam perjanjian yaitu dengan tidak melakukan pelunasan 
pembayaran beli tanah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam hal ini 
Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalilnya dan Tergugat Rekonvensi 
tidak dapat membuktikan dalilnya. 
Ketiga, pertimbangan dalam menentukan putusan bahwa berdasar pada fakta 
yang telah terbukti atau telah dijelaskan dalam persidangan maka gugatan 
Penggugat Konvensi ditolak atas dasar hukum menurut Pasal 1338 B.W 
menyatakan segala perjanjian yang sah sudah disebut “berlaku sebagai undang-
undang” dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan gugatan Penggugat 
Rekonvensi dikabulkan sebagian atas dasar hukum dalam Pasal 1243 KUH 
Perdata yang merupakan ciri wanprestasi yaitu salah satu pihak tidak melakukan 
suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian, maka dari itu untuk gugatan 
rekonvensi tergugat rekonvensi dihukum uang muka sebesar Rp. 360.000.000,-  
(tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang telah diberikan hangus dan membayar 
biaya perkara sebesar Rp. Rp. 513.000,- (lima ratus tiga belas ribu rupiah). Selain 
itu SHM No. 2878/ Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar 
dan di uraikan dalam surat ukur tertanggal 17 Juli 1999 No. 00045/ Lalung atas 
nama Eko Prasetyo siapapun yang memegang agar dikembalikan kepada 
Penggugat Rekonvensi. 
Diharapkan bagi masyarakat bahwa agar dapat mengerti dan juga memahami 
keberadaan hukum dalam melakukan jual beli beras dan jual beli tanah terutama 
dalam menentukan perjanjian barang dan harganya. Diharapkan bagi pembeli 
diharapkan agar dapat menjaga kualitas pelayanan dengan konsumen dalam 
melakukan jual beli beras maupun jual beli tanah. Diharapkan bagi penjual agar 
dapat melaksanakan jual beli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 
bersama dan jangan sampai menyesal setelah melakukan perjanjian karena 
perjanjian yang sah menurut hukum tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh 
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salah satu pembuat perjanjian. Diharapkan bagi hakim apabila menangani perkara 
wanprestasi jual beli beras dan jual beli tanah seperti yang telah dibahas oleh 
penulis dapat sebagai contoh untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan 
pembuktian dan putusan dalam menyelesaian perkara di Pengadilan Negeri. 
Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga 
kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala 
kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah 
menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi 
semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk orang tua 
saya yang sudah memberikan banyak kebaikan kepada saya, kakak saya yang 
selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan kuliah saya sampai akhir, 
dosen pembimbing ibu nuswardhani untuk bantuan, nasehat dan ilmu yang 
diberikan kepada penulis, serta orang tersayang yaitu artha dan sahabat lainnya 
yaitu rindhi, reza, diva, rosi, fatikah, anik yang telah menemani hari-hari penulis 
selama di Surakarta. 
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